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ABSTRAK

Pembanpunan nasional vang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah
merupakan upaya yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat
vang adil,makmur dan sejahterz. Pembangunan yang dilakukan merupakan
pembangunan yang dibiavai oleh dana dari APBN dan APBI. Oleh karena il
agar pembangunan lersebut berjalan denpan lancar diperlukannya jaminan
sehinpga pelaksansan pekegaan tersebut tidak menimbuolkan kerugian. Jaminan
yang digunakan biasanya dikeluarkan olch bank dalam betuk Bank Garansi,
namun dalam perkembangannya sesuai denpan isi Keppres No 16 Tahun 1994
dan Keputusan Menteri Keuangan Mo 761/KME_013/1992 mengenai kewajiban
memberikan jaminan kepada pemborong tidak banya bisa dilakukan oleh bank
tapi juga hisa dilakukan oleh pihak asuransi yang memiliki program surefy bond,
Jaminan yang dikeluarkan oleh asuransi dalam bentuk surety bond Untuk itu
penulis sangat tertarik mefihat lebih dalam menpenai pelaksanaan surety hond
sebapai jaminan dalam peganjian pemborongan pada PT. Asuransi Parolamas
Cabang Padang. Dalam penelitizn ini yang menjadi rumusan permasalahan adalah
bagaimana pelaksanaan swrefy bond sebagal jaminan dalam perjanjian
pemborongan serta bagaimana kalau terjadi wanprestasi dan tindakan apa vang
akan dilakukan. PT Asuransi Parolamas merupakan salah satu perusabaan
asuransi yang memiliki izin untuk menerbitkan jaminan surety bond Metode
penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan yuridis empiris data yang diambil
bersumber dan semua bentuk surety bond vang dikeluarkan oleh PT. Asuransi
Parolamas. Berdasarkan penslitian yang dilakukan, jaminan surety bond yang
dikeluarkan oleh PT. Asuransi Parolamas merupakan perjanjian standar dimana isi
dari perjanjian ditetapkan sendiri oleh pihak PT. Asurasi Parolamas. Jaminan yang
dikeluarkan oleh PT. Asuransi Parolamas mencakup jaminan penawaran, jaminan
peclaksanaan, jeminan uang muka dan jaminan pemeliharaan. Pelaksanaan
Jaminan Surety Bond dibagi dalam tiga tahap, dimulai dar tahap pra kontrak,
tahap kontrak dan pasca kontrak. Dalam pelaksanaanya jika terjadi wanprestasi,
maka pihak pemilik proyek dapat mengajukan klaim pads penjamin. Dalam hal
terjadinya klaim, tindakan yang dilakukan oleh pihak surety company adalah
melakukan penyelesaian dengan cara kekeluargaan apabila cara ini tidak berhasil,
maka pihak penjamin akan melakukan penyelesaian melalui pengadilan, Datam
hal terbukti bahwa wanprestasi dilakukan oleh prinsipal,maka pihak penjamin
akan membayar ganti rugi sebesar nilai yang dijaminkan.



BAR 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya
pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakst
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Guna mencapai
'twjuan tersebut pelaksanasn permbangunan ekonomi nasional harus senantiasa
memperhatikan keserasian, keselarasan dan kesinambungan berbagai unsur trlogi
pembangunan vaitu © pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan
slzhilitas nasional.

Salah satue sarana yang mempunyal peran strategis dalam menverasikan
dan menyeimbangkan masing-masing unsur trilogi permbangunan adalah lembaga
keuangan. Dalam perkembangannya lembaga kewangan pada saat sckarang terbagi
atas dua bagian yukni lembaga kevangan bank dan lembaga keuangan non bank.
Lembaga keuangan non bank pada sast ini memiliki peranan yang sangat penting
hal ini dischabkan oleh persaingan dunia usaha yang menuntut akan pelayaman
vang bagus hagd konsumen.

Sebagaimana kita ketahui dalam hal menikmati jasa pelayanan dari
tembaga kevangan bank, konsumen dituntut dengan berbagai macam syarat Yang
pada saat sekarang ini mulai dirasakan schagai beban yang berat bagi konsumen,

Oleh karena itu konsumen ataun masyarskat saat sekarang mencari lembaga vang
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dapat memberikan pelayanan yang tidak terlau diberatkan oleh svarm-syarat vang
harus dipenuhi olch seorang konsumen,

Adapun kegiatan pembangunaon secara fisik dapat dilakukan  oleh
pemeniniah dalam bentuk prevek pusat. provek dacrah. provek inpres dan
swidaya masyarakat. Kegiatan ini lazim tegadi dalam bentuk perjanjian vang
dinamakan perjanjian pemborongan (kontrak bangunan) yang melibatkan 2 pihak
yaitu :

1. Pihak vang memberikan pekerjaan (prinsipal)

2. Pihak yang menerima pekerjaan (kontrakeor).?

Pibak yang memberikan peketjaan (yang memborongkan) dapat berupa
perorangan maupun badan hukum baik pemerintah mavpun swasta, Bagi proyek-
provek pemerimah, vang memborongksn adalah  departemen  atau lembaga
pemegang  mata  anggaran. Yang  memborongkan  wvang  mempunvai
rencana’prakarsa memborongkan  proyek  sesuai denpan  surat  perjanjian
pemborongankontrak dan apa yang tercantum dalam bestek dengan syarat-syarat.

Sedang pemborong ateu kontraktor adalah perusahaan-perusahuaan yang
bersifat perorangan yang berbadan hukum atan badan hukum vang bergerak
dibidang pelaksanasn pemborongan (Dewan Teknis Pembanguan Indonesia).’
Pemborongan yang melaksanakan kegiatan di bidang usaha jasa kontruksi
diwajibkan untuk memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.

Sehubungan denpan hal  diatas dalam  hal pelaksansan  perjanjian

pemborongan yang dibiayvai dari APBN dan APBD disvaratkan adanya jaminan
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yang harus dipenuhi oleh pemborong agar pelaksanaan peketjann dapat berjalan
sebagaimana  yang telab direncanakan sebelumnya. Adakalanya pemerintah
sendin yang menetapkan babwa untuk menjamin terlaksananya pekerjaan perlu
menunjuk bank pemerintah schagai penjamin,

Mamun dalam perkembangan dunia usaha pada saat ini Jaminan tidak
hanya dikeluarkan oleh bank melainkan juga dapat dikeluarkan oleh lembaga
kevangan non bank. Sebagaimana sesuai dengan isi Kepres No 16 tahun 1994 jo
Kepres No 6 tahun 1999 jo Kepres No 18 tahun 2000 mengenal kewajiban
memberikan surat jaminan kepada pemborong banpunan tidak hanya diberikan
oleh lembaga bank melainkan juga oleh lembaga keuangan bukan bank. Surat
jaminan dapat diberikan oleh Bank dan Perusahaan Asuransi vang memiliki
program Surety Bond,

Jarainan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi disebul den oan sureey
hond, Suwrery Hond adalah suate penangingan yang dikepal dalam prakeek
perasuransian dimana perusahaan asuransi menjamin untk memenuhi suatu
kewsjiban apabila yang dijamin dikemudian hari termyata tidak memenuhi
kewajiban kepada pihak lain schagaimana yang telah diperjanjikan.

Surety  bond yang menjadi  jaminan  dalam pelaksanaan perjanjian
pemborongan yang dikcluarkan oleh asuransi secars pramatikal memiliki arti
sebagai suatu persctujuan tertulis mengenai pembérian jaminan.

Secara umum pengertian swrety bomd adalah suam perikatan jaminan
dalam bentuk warkat dimana penjamin (Perusahaan surefy) dengan mencrima

premi (service charge) mengikatkan  diri mma kepentingan  obfigee untuk



menjamin pelaksanaan atas suatu kewajiban atau perikatan pokok dari prinsipal
yang mengakibatkan kewajiban membayar atau memenuhi suatu prestasi tertentu
terhadap obligee apabila prinsipal ternyata cedera Janjifwanprestasi,

Berkaitan dengan lembaga vang mengeluarkan jaminan surely hond
tersebut schagaimana yang telah kita ketahui distas, disini penulis sangat tertarik
untuk mengka)i masalab swrety bond yane dapat dikeluarkan oleh lembaga
perasuransian, khususnya disini adalah Asuwransi Parolamas Cabang Padang.
Berdpsarkan uralan-uraisn diates maka penulis ingin mengangkat masalah ini
dalam  bentuk  wlisan  vang  berupa  sebugh sknpst dengan  judul
“PELAKSANAAN SURETY BOND SEBAGAI JAMINAN DALAM
PERJANJIAN PEMBORONGAN PADA ASURANSI PT PAROLAMAS
CABANG PADANGT
B. Perumusan Masalah

Berkaitan judul diatas, Penulis melihat adanya beberapa  permasalahan
yang dapat dijadikan pembahasan dalam penulisan skripsi ini antara lain -

a. Bapmimana Pelaksanaon  Swreery  Bond sebagai jaminan dalam

perjanjian  pemborongan pada  Asuransi PT. Parolamas Cabang
Padang,

b. Bagaimana kalau terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan Surcty Bowned

sebagai jaminan dalam perjanjian pemborongan dan tindakan apa vang

akan diambil.



C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan perumusan permasalahan distas maka
twjuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalak dar segi bukum dan
prakiis yaitu :
a. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Surety Bomd schagai
jaminan dalam perjanjian pemborongan pada Asuransi PT, Parolamas
Cabang Padang,
b. Utk mengetahui Bagaimana kalau terjadi wanprestasi  dalam
pelaksunasn  Surety Bond  sehagai  jaminan  dalam perjanjian
pemborongan dan tindakan apa vang akan diambil.
D. Manfaat Penelitian
Suatu penelitian haruslah memiliki manfaat agar penelitian vang dilakukan
tersebut tidak sia-sia, Oleh sebab itu penulis berharap  penelitizn - dapat
memberikan manfat ;
1. Teoritis
a, Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah
dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebutl kedalam bentuk
tulisan

b. Agar dapat menerapkan ilmu-ilmu yang secara teoritis diterima
dibangku kulish dengan menghubungkannya dengan data vang

diperofeh dilapanpan.



BAB I

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Jaminan Surery Bond Scbagai Jaminan Dalam Perjanjian
Pemborongan Fada Asuransi PT. Parolamas Cabang Padang

Scbagiamana diketahoi bahwa perjanjian jaminan surety bond merupakan
salah salu bentuk dari penanggungan vaitu sualu perjanjian dimana pihak ketiga
demi kepentingan pihak  siberuteng mengikatkan  dirinya untuk  memenuhi
kewajibannya apabila pihak siberutang tidak mampu memenuhi pedjanjiannya
dengan pihak siberpiutang. Meskipun pedanjian jaminan suresy bond memiliki
beberapa perbedasn dengan penanggungan pada umumnvaakan tetapi dasar
perjanjian ini termasuk bagian dari penanggungan. Oleh karena itu ketentuan yang
diatur dalam Buku 111 Bab XXVII Pasal 1820-1850 KUH Perdata yang merupakan
dlaser hukum perjanjian penanggungan akan berlaku juga bagi surety bond. Dari
uraian diatas dapat diketahui bahwa perjanjian jaminan surery bond merupakan
penanjian tambahan.

Scperti yang telah dijelaskan dalam wmian diatas bahwa perianjian
jaminan surety bond merupakan peganjian jaminan vang bersifat accessoir atau
perjanjian tambahan vaitu perjanjian yang mengikuti perjanjian pokoknya, KITH
Perdata menganue sistem terbuka, sehingga dengan adanya sistem ini maka, setiap
individu diberi kebebabasan dalam membuat menentukan bentuk serta isi dard
perjanjiannya, asal tidak bertentangan depgan undane-undang, ketertiban wmum

dan kesusilaan. Sistem terbuka ini mengandung szas kebebasan berkontrak seperti



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian vang telah dilakukan maka dapat diambil

kesimpulan schagai beribou

[

Bahwa pelaksanzan jaminan surefy bond  sebagal jaminan dalam
perjenjian pemborongan dilakukan untuk menjamin pelaksanaan
kontrak yang dilakukan oleh kontraktor agar pibak pemilik provek
terjamin dari kerugian vang akan limbul apahila kontraktor
wanprestasi atau cidera janji, Jaminan yang dipakai meliputi semua
tshapan dalam pelaksanaan kontrak, dimulai dar pelaksanan tender
atau pelelangan oleh pihak pemilik provek sampai pekerjaan
tersebul  selesal  dilaksanakan  dan  telah  melewati  waktu
pemelibaraan. Bentuk jaminan yang dipakai meliputi  jaminan
penawiranjaminan pelaksanzan,jaminan vang muoka dan jaminan

pemeliharaan,

- Dalam hal terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan jaminan suresy

bond yang dilakukan oleh kontrakeor, maka pihak asuransi schagai
penjamin akan membayar panti rugi kepada pihak pemilik provek,
maksimum schesar nilai jaminan. Meskipun  demikian  vang
bertanggung jawab dalam hal tedadi cidera janji adalah pihak
kontraktor, Tindakan yang akan diambil pihak penjamin adalah

menyelesaikan klaim akibat wanprestasi dengan jalan musyawarah,

e
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